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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan

gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas

kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah; bahwa

pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan

kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam

memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan

sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa

dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di

Kabupaten Tebo, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu

pengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender; bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999

tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In

Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi

Dalam Pekerjaan dan Jabatan); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Merangin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,

dan Kabupaten Merangin; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 terpilih 67 Tahun

2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan

Gender di Kabupaten Tebo, yang meliputi ketentuan umum, asas, maksud dan

tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan

evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan, penghargaan, pembiayaan, serta

ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025.
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